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PERA TtmAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR G;, T AHUN 2011 

TENTANG 

PELAKSANAAN PERATURAN l>AERAH KOTA PALEMBANG 
NOMOR 1 TAHON 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN 

HAK ATAS TANABDAN BANGUNAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA1:I.A ES.A 

1"VAL1KOTA PALEMBANG, 

a. bahw-a dengan dit.etapkannya Pernturan Daerah Kota Palembang Nomor I 
Tahun 2011 teniang Bea Perolclum Hak A1ns Taoah OW1 8an11iman clan 
diWJdangkau dalam Lembamn Dacrah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor I 
tangg.al 3 JanUJ1ri 2011, perlu menetapkan peraturan pelsksanal\llnya; 

b. bahwa berdasarkao pcrtimbangSA sebagnimnna dimaksu.d hwuf ii, perlu 
meoetapkan Peroturan Walikota Palembang tentaog Pelaksanaao Per.aturan 
Daerah Kota Palembang Nomor. I iahuo. 201 l teoiang Bea Perolchan Hok 
Atas Tanah Dan Bnogunan. 

1. Uodang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang fembentukan Dacrrab 
Tingk.at a clan Koiapraja di Sumatera Sclatan (Lcmbaran Negara RI Tahun 
1959 Nomor 73, Tambahlll) !,.embaran Negara RI Nomor 1821); 

2. Uodang-Uodaug Nomor 8 Tahun 1981 teotang Hulrum Aeam Pidana 
(Lcmbaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara: 
RI Nomor 3209); · 

3. Undang-Uodang Nomor 13 Tahuo 1997 tentang Badan Penyelesaian 
Senglreta Pajak (l.emba.ran Negara RI Tahuo 1997 Nomor 40, Tambahan 
Lembamn Negara R[Nomor 3684); 

4. Undang-Undang Nomor 21 TabWl 1997 tentang Bea Petolclian Hak Alas 
Tanah Oan Bangunan (Lcrobamn Negarn RI Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688) sebngaimana wlah diubab 
dengan Undang-Uodang ·Nomor 20 "fahuo 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Oodang Nomor- 21 Tahuo 1997 tentang Bea Peroleban Bak Atas 
Tanah dan Bangwian (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomot l30, 
Tambahau Lernbaran Negara RT Nomor,3988); 

5. Undang-Uodang Nomor 10 Tahuo 2004 tentang Pembentukan Peratur.an 
Pc.'flllldang•WJdangan (Lembanin Negara .RI Tahuo 2004 Nomor 53, 
Tambahan lembaro.n Negara RJ Nomor 4389); 

6. Unclang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tcntang Pemerimaban Daerah 
(Lelllbaran Negara RT Tnhun 2004 Nomor 125, TambahanlAmbarm Negara 
RI Nomor 4437) sebagaimaoa telalt diubab beberapa kali tcrakhir deogan 
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubalian Unclang -
Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintalum Oaerah (Lcmbaran 
Nagara RI Tahuo 2008 Nomor 59, Tamtiahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4844); 

7. Unclang•Oodang Nomor 33 Talmo 2004 tcotang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat clan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 
Tahuo 2004 Nomor 126 T ambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 

8. Unclang-Uodang Nomor 28 Ta11uo 2009 tenllll)g Pajak Dnerah dan Retribusi 
l)aerah (Lembamn Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan u:m~ 
Negara RI Nomor 5049); 



Mcnetapkan 

9. Pemtumn Pemerintab Nomor 27 Tahun 1983 temang Pelak.sllllllan Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambaban 
Lembarnn Negara RI Nomor 3258) : 

I 0. PerJturan Pcmerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang PQogcnaan Pemlehan 
Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Warls Dan Hibah Wasial (Lembamn 
Negara RI Tahun 2000 Nomor 213, Tambahao Lembarao Negara .RI 
Nomor 4030) ; 

11 . l'eroturnn Pemcri.01ah Nomor 38 Tahllll 2007 tentaog Pemba.g.ian Urusan 
.Pemerimahan antara Pemerimab, PemerinUlhan l'rovinsi, don Pemerintahao 
Dacmh Kabupatm/Koia (Lembaran Negara Rl Tnhun 2007 Nomor 28, 
Tambahan Lembaran Negara IU Nomor 4737); 

12. Pcraturan Daer.th Kota Polcmbang Nomor 44 Tahun 2002 tcnumg 
Ketentramau dan Ketcrtiban (Lcmbaran Doeroh Kota Palembang Tahun 2002 
Nomor 76) scbagairoaoe tclah diubab dcngao Peruturan Daerab ko1.0 
Palembang Nomnr 13 Tahun 2007 tentang Kelentrama.o dan Kctertiban 
(Lembornn Daer.lb Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13); 

13. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoma.o 
Pcmbinaan dan Opcrasionnl Penyidik Pogawai Negeri Sipil (Lembarnn 
Oaerah Kota Palembang Tal1Un 2004 Nomor 31 ); 

14. Pcratumn Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tabun 2008 tentang Urusan 
Pemcrintahan Kotn Palembang {Lemboran Daeralt Kota Palembang 
Tahun 2008 Nomor 6); 

i 5. Pem1urao Daer&ll Kota Pukmbang Nomor 9 1&hun 2008 1en1ang 
Pembcntukan, Susunan Organisasi don Tata Kerja Oinas Daer.ih Kota 
Polemhang (Lemboran Daerah Kota Palembang Tabun 2008 Nomor9); 

16. Pem\ur-dfl Dae rah Kota Palembang Nomor I tabun 2011 ren!llng Bea 
Pcrolchon nak Alas TMah Dan Bangunon (Lembaran Dneroh Kola 
Palembang Tabun 2011 Nomor I). 

MEMUTIJSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA PALl:.MBANG TENTANG PELAKSANAAN 
PERATIJRAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR I TAHUN 201 1 
TENTANG BEA PEROLETlAN HAK ATAS TANAHDANBANGUNAN. 

fasal I 

Melaksanak!lll Pernturan Daerab Kota Palembang Nomor I Tahun 2011 1entong 
Dea Pcroleban Hak Atas Tanah Dan Bangunan. 

Pesa! 2 

Memcrintahkao kepada Kepala Dinas Pcndapatan Daerab Koia Palembang untuk 
melaksanakan Pcmturan Daerah Kola Palembang Nomor I Tahuu 2011 lenlMg 
BeaPerolchan lfalc Ata.s Ta.o.ah Oo.n Oangunan. 

Pan.I 3 

PeraturJ/1 ini mulai berlaku pada tanggal diwidangkan. 

Agar scliap orang mengctahuinyn, memerin1abknn penguntl.angao Peratunm ini, 
dcngan penempatannyo dalam Bcrita Daer-ah Kota Palembang. 

Dite13pkan di Palembang 
pada 1anggal Pl Januari 20 11 

WALIKOTA PALEl\mANC, 

~ di p.a-Mff\.bln, 
P trC, U"'(tt,al t"l-- L- 201\ 

;;1<1<£TAAIS OAERAJ< 
KOTA PAlEY.IUH!l 

GHY~J~U(GJ, -
lllaRITA DAERAKKO(A ,_.LE•:-.. , li.EODYSANTANAPUTRA 

TAHVH 1011 hO'l<IR (, 


